
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku 

Amsari, Feri, Et. Al., 2020, Pembaruan Partai Politik di Indonesia, Intrans 

Publishing, Malang. 

 

Asikin, Zainal, 2016, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Kencana Prenada 

Media Group, Jakarta. 

 

Bagja, Rahmat dan Dayanto, 2020, Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses 

Pemilu: Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan, Rajagrafindo 

Persada, Depok. 

 

Conser, James A, Rebecca Paynich dan Terry E. Gingerich, 2013, Law 

Enforcement in The United States, Jones and Bartlett Learning, 

Burlington. 

 

Edward, Fritz, 2020, Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu, 

Konstitusi Press, Jakarta. 

 

Erwin, Muhamad, 2012, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, PT 

Refika Aditama, Bandung. 

 

Fahmi, Khairul, 2016, Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi: Kompilasi 

Catatan atas Dinamika Pemilu dan Pilkada di Era Reformasi, 

Rajagrafindo Persada, Depok. 

 

_______, 2012, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Rajawali Pers, 

Jakarta. 

Fuady, Munir, 2014, Konsep Hukum Perdata, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta. 

Handoko, Duwi, 2015, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Hawa dan AHWA, 

Pekanbaru. 

 

Harahap, Yahya, 2007, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, 

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta. 

 

Harun, Refly, 2016, Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa 

Pemilu Kini dan Ke Depan, Rajawali Pers, Jakarta. 

 

HR, Ridwan, 2011, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta. 

Ibrahim, Johnny, 2012, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 

Bayumedia Publishing, Malang. 



 

 

Isra, Saldi, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legslasi 

Parlementer dalam Sistem Pesidensial Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. 

 

Isra, Saldi dan Khairul Fahmi, 2019, Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-

Prinsip dalam Konstitusi Indonesia, Rajawali Pers, Depok. 

 

Mertokusumo, Sudikno, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty 

Yogyakarta, Yogyakarta. 

 

_______, 2019, Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah, Maha Karya 

Pustaka, Yogyakarta. 

 

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, 

Mataram Mataram. 

 

Muhammad, Abdulkadir, 2015, Hukum Acara Perdata Indonesia, PT Citra 

Aditya Bakti, Bandung. 

 

Muhammad, Rusli, 2006, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta. 

 

Santoso, Topo, Et. Al. 2006, Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004 

Kajian Pemilu 2009-2014, Tim Peneliti Pemilu dan Demokrasi, Jakarta. 

 

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2003, Penelitian Hukum Normatif (Suatu 

Tinjauan Singkat), Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

 

Solikin, Nur, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Qiara Media, 

Pasuruan. 

 

Silalahi, Wilma, 2019, Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak, Rajawali 

Pers, Depok. 

 

Sinaga, Harlen, 2015, Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum 

Materiil, Erlangga, Jakarta. 

 

Siregar, Fritz Edward, 2020, Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu, 

Konstitusi Press, Jakarta. 

 

Subekti, 1982, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung. 

Sumadi, Ahmad Fadlil, Achmad Edi Subiyanto dan Anna Triningsih, 2020, 

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan dalam Praktik, 

Rajawali Pers, Depok. 

 

Suteki, Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, 

dan Praktik, Raja Grafindo, Jakarta. 



 

 

Sugeng, Bambang dan Sujayadi, 2012, Pengantar Hukum Acara Perdata dan 

Contoh Dokumen Litigasi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. 

Sunggono, Bambang, 2009, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, 

Jakarta. 

 

Syahrani, Riduan, 2016, Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di 

Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Banjarmasin. 

 

Taufani, Galang, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan 

Praktik), Raja Grafindo, Jakarta. 

 

Tim Komisi Pemilihan Umum, 2022, Pelanggaran Administratif Pemilu dan 

Sengketa Proses Pemilu, Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian 

Sengketa, Jakarta. 

 

Tim Penyusun, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral 

dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta. 

 

Tutik, Titik Triwulan, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustakaraya, 

Jakarta. 

 

B. Kamus  

Blackwell, Amy Hackney, The Essential Law Dictionary, Sphinx Publishing, 

Naperville Illinois, 2008. 

 

Garner, Bryan, Black’s Law Dictionary, West Group, St. Paul, 2004. 

 

Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2005. 

 

Wild, Susan Ellis, Webster’s New World Law Dictionary, Wiley Publishing, 

Canada, 2006. 

 

C. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. 



 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum. 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. 

 

Peraturan Mahkamah Aguang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penunjukan Hakim 

Khusus Perkara Pidana Pemiluhan Umum. 

 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan 

Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). 

 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata 

Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. 

 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan 

Umum Anggota DPR dan DPRD. 

 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. 

 

D. Putusan Pengadilan 

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 230/PDT/2023/PT DKI. 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 

757/PDT.G/2022/PN.JKT.PST. 

Penentapan Dismissal Process Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 

425/G/SPPU/2022/PTUN.JKT 

 

E. Putusan, Berita Acara dan Surat 

Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 

002/PS.REG/BAWASLU/X/2022. 

 

Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 

001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023. 



 

 

Berita Acara KPU RI Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi 

Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. 

 

Berita Acara KPU RI Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi 

Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. 

 

Surat KPU RI Nomor: 1063/PL.01.1-SD/05/2022 tentang Penyampaian 

Dokumen Persyaratan Perbaikan ke dalam SIPOL. 

 

 

F. Jurnal 

Amiruddin, Lalu Parman, dan Rina Khaerani Pancaningrum, 2021, “Titik 

Singgung antara Kompetensi Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tata 

Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan 

Wewenang”, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 2, No. 1. 

 

Colangelo, Anthony J, 2014, “What Is Extrateritorial Jurisdiction”, Cornell Law 

Review”, Vol. 99, No. 6. 

 

Edyanti, Yusrin dan Anna Erliyana, 2022, “Perbuatan Melawan Hukum oleh 

Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)”, Jurnal Program Magister 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 2, No. 2. 

 

Fahmi, Khairul, 2016, “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”, Jurnal 

Konstitusi, Vol. 12, No. 2. 

 

_______, 2016, “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum menurut UUD 

1945”, Jurnal Citra Hukum, Vol. 4, No. 2. 

 

_______, 2010, “Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan 

Umum Anggota Legislatif”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 3. 

 

_______, Viko Darma dan Nursyirwan Effendi, 2019, “Dinamika Proses 

Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Solok untuk Pemilu Serentak 

Tahun 2019”, Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 6, No. 2. 

 

_______, Et. Al, 2022, “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip yang Berkepastian, 

Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum 

Tahun 2020”, Riau Law Journal, Vol. 6, No. 1. 

 

Fauzan, Muhammad Addi dan Fandi Nur Rohman, 2020, “Problematik 

Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa di 

Peradilan Administrasi Indonesia, Studi Kritis Terhadap Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019”, Jurnal Widya Pranata Hukum, 

Vol. 2, No. 1. 

 

Gisni Halipah, Et. Al. 2023, “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan 

Hukum dalam Konteks Hukum Perdata”, Jurnal Serambi Hukum, Vol.24, 

No.1.



 

 

Green, Rebecca, 2023, “Adversarial Election Administration”, William and 

Mary Law School Research Paper, Vol. 101, No.09-461. 

Hakiki, Yuniar Riza dan Taufiqurrahman, 2023, “Gagasan Penataan Legislasi 

Nasional Berbasis Ratio Decidendi dan Obiter Dictum Putusan 

Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 20, No. 1. 

 

Halipah, Gisni, Et. Al, 2023, “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan 

Hukum dalam Konteks Hukum Perdata”, Jurnal Serambi Hukum, Vol.24, 

No.1. 

 

Isnantiana, Nur Iftitah, 2017, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan 

Putusan Perkara di Pengadilan”, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 18, No. 2. 

 

Jamil, 2020, “Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dalam 

Perspektif Konstruksi Hukum”, Jurnal Perspektif, Vol. 25, No. 1. 

 

Maksum, Hairul, 2020, “Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum 

dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang 

Melibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah”, Jurnal Fakultas 

Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 2, No. 1. 

 

Mantili, Rai, 2019, “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan 

Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda”, Jurnal 

Ilmiah Hukum De’Jure, Vol. 4, No. 2. 

 

Mills, Alex, 2014, “Rethinking Jurisdiction in International Law”, The British 

Yearbook of International Law, Vol. 84, No. 1. 

 

Mira, Teresia dan Harjono, 2021, “Studi Tentang Pertimbangan Hakim yang 

Tidak Lengkap (Onvoldoende Gemotiveerd) sebagai Alasan Permohonan 

Kasasi Sarang Burung Walet”, Jurnal Verstek, Vol. 9, No. 2. 

 

Mughni, Syafrijal, Firdaus dan Mirdedi, 2022, “Problematika Pengawasan 

Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum 

Pemilu”, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 4. 

 

Puspitadewi, Rachmani, 2016, “Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan 

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, Jurnal Pro Justitia, Vol. 24, No. 1. 

 

Putra, Ilhamdi dan Khairul Fahmi, 2021, “Karakteristik Ne Bis In Idem dan 

Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, Jurnal 

Konstitusi, Vol. 18, No. 2. 

 

Sanyoto, 2008, “Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, 

Vol. 8, No. 3. 

 

Sartika, Maya, 2019, “Kedudukan Putusan Pengadilan yang sudah Berkekuatan 

Hukum Tetap dalam Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah”, Jurnal 

Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 1. 

 



 

 

Wicaksana, Yuristyawan Pambudi, 2018, “Implementasi Asas Ius Curia Novit 

dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim tentang Keabsahan Penetapan 

Tersangka”, Lex Renaissance, Vol. 3, No.1. 

 

Zakariyah, Robitum Maftukh dan Ahmad Riyadh, 2020, “Tinjauan Yuridis 

tentang Tidak Dapat Dilaksanakannya Putusan Pengadilan dalam 

Perkara Perdata yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap 

(Inkracht)”, Indonesian Journal of Public Policy Review, Vol. 11, No. 

10. 

 

G. Makalah 

Assiddiqie, Jimly, 2012, “Penegakan Hukum”, Makalah disampaikan pada Orasi 

Hukum Pelantikan DPP IPHI, Bandung, 28 Maret 2024. 

 

Blanc, Jarrett, 2007, “Challenging the Norms and Standards of Election 

Administration: Electronic Voting”, Papers for the Election Standards 

Project with funding from the United States Agency for International 

Development, 4 April 2024. 
 

Samanta, Debayan, 2021, “Difference between Obiter Dicta and Ratio 

Decidendi”, Paper is hosted by the KIIT School of Law, Bhubaneshwar, 

29 Maret 2024. 

 
Sagala, Parluhutan dan Fredy Ferdian, 2017, “Yurisdiksi Peradilan Militer pada 

Peradilan di Indonesia”, Makalah disampaikan pada Workshop 

Comparative Law Workshop Military Criminal Jurisdiction and 

Structure, Jakarta, 29 Maret 2024. 

 

Tiller, Emerson and Frank B. Cross, 2005, “What Is Legal Doctrine”, This 

Working Paper is hosted by The Berkeley Electronic Press, Austin, 20 

Mei 2024. 

 

H. Koran 

Astuti, Indriyani, “2 Hakim PN Jakarta Pusat Dijatuhi Sanksi Non-Palu Karena 

Putusan Tunda Pemilu”, Media Indonesia, (10 Maret 2023) 

 

Fahmi, Khairul, 2023, “Presidensial dan Ancaman Penundaan Pemilu” Koran 

Sindo, (2 Maret 2024). 

 

Kamil, Irfan dan Dani Prabowo, “Buntut Menangkan Gugatan Prima, 3 Hakim 

PN Jakpus Dilaporkan ke Komisi Yudisial”, Kompas, (12 Maret 2024). 

 

Rita, Susana dan Dian Dewi Purnamasari, 2023, “Bawas MA Terjunkan Tim 

Pemeriksa Hakim Pemutus Penundaan Pemilu”, Kompas, (12 Maret 

2024). 



 

 

I. Internet 

Agusta, Rama, “Afif Beberkan Kekurangan Sipol dalam Pemilu 2019”, 

https://bawaslu.go.id, dikunjungi pada tanggal 24 Februari 2024. 

 

CNN Indonesia, “3 Hakim PN Jakpus yang Putus Tunda Pemilu 2024 Disanksi 

Mutasi”, https://www.cnnindonesia.com/, dikunjungi pada tanggal 10 

Maret 2024 

 

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), “Hindari Upaya 

Penundaan Pemilu Lewat Gugatan, Perludem Usul Sipol KPU Diaudit”, 

https://perludem.org, dikunjungi pada tanggal 21 Februari 2024. 

 

Purnawan, Hendi, “Bawaslu Ingatkan KPU agar Masalah Sipol Tak Terulang di 

Pemilu 2024”, https://www.bawaslu.go.id, dikunjungi pada tanggal 24 

Februari 2024. 

 

Redaksi 2, 2022, “Aplikasi Sipol Sering Error, KPU Bontang Baru Verifikasi 4 

Parpol”, https://mediakaltim.com/, Radar Bontang, dikunjungi pada 

tanggal 11 Maret 2024. 

 

Rillis Pers, “Themis Indonesia Apresiasi Putusan Komisi Yudisial Memberikan 

Sanksi Berat Non Palu Selama 2 Tahun kepada Majelis Hakim PN 

Jakarta Pusat yang Memutus Penundaan Pemilu 2024”, https://themis.id, 

dikunjungi pada tanggal 10 Maret 2024. 

 

Sucahyo, Nurhadi, “Pakar: Gugatan Partai Prima Tak Boleh Jadi Alasan 

Menunda Pemilu”, https://www.voaindonesia.com, dikunjungi pada 

tanggal 15 Maret 2024. 
 

https://www.cnnindonesia.com/
https://perludem.org/
https://www.bawaslu.go.id/
https://themis.id/
https://www.voaindonesia.com/

